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ABSTRACT
Community-based tourism development is closely related to community empowerment
and gender mainstreaming. The existence Kenjeran Beach Amusement managed Sura-
baya City Government provides ample opportunity for local residents to trade around
tourist attractions. Constraints of community-based tourism development lies in the lack
of human resource capacity in the field of entrepreneurship to increase the scale of
business, innovation and improvements in accordance with the demands and standards of
tourists. Synergistic program of the Agency for Community Empowerment and Family
Planning, Department of Culture and Tourism, and the Department of Marine and
Fisheries, by cooperating with universities or other institutions, to further mobilize the
economic potential of communities around THP Kenjeran very important. Kenjeran
village cooperative action and Sukolilo apparatus can be interpreted as a positive thing
that needs to be maintained and improved in the work program are more concrete. BKM
existence and LKMK Village Kenjeran for example, seems to be able mendinamisator
government programs in the community. Any case, the relationship of this institution with
the existence of women traders around THP Kenjeran, an institutional form that is able
to establish a synergy between traders, or between traders with THP Kenjeran manager.
The existence Kenjeran Beach Amusement Park run by the City of Surabaya provides
ample opportunity for local residents to trade around tourist spots. Constraints
community-based tourism development lies in the lack of human resource capacity in the
field of entrepreneurship to increase the scale of business, innovation and improvements
in accordance with the demands and standards of tourists. Society traders Kenjeran
Beach Amusement Park acts as an arm of government to manage and develop
community-based tourism in Kenjeran Beach Amusement Park.
Keywords: entrepreneurship spirit, community-based tourism, woman empowerment
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PENDAHULUAN
UU 10/2009 tentang kepariwisataan Pasal 2 menjelaskan, kepariwisataan diselenggarakan
berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian,
kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Sementara
itu, Pasal 3 menjelaskan, kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani
dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan
pendapatan negara. Pasal 4 menyatakan, kepariwisataan bertujuan untuk: 1. Meningkat-
kan pertumbuhan ekonomi; 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3. Menghapus ke-
miskinan; 4. Mengatasi pengangguran; 5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber
daya; 6. Memajukan kebudayaan; 7. Mengangkat citra bangsa; 8. Memupuk rasa cinta
Tanah Air; 9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan; 10. Mempererat per-
sahabatan antarbangsa.
Dengan demikian, pariwisata Surabaya dengan segala dinamikanya tidak dapat
melepaskan asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam
perundangan di atas. Dalam konteks penelitian ini, penekanan penting pada asas
partisipatif dan kesetaraan. dimana community-based tourism (CBT) merupakan praktek
dan representasi asas partisipatif, dan subyek penelitian kaum perempuan perajin produk
olahan hasil laut terkait erat dengan asas kesetaraan. Semakin majunya pariwisata di satu
sisi, seharusnya berkorelasi positif terhadap semakin banyaknya masyarakat yang terlibat
aktif dalam pembangunan pariwisata, minimal di sekitar kawasan wisata, serta semakin
luasnya peluang kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan
berwirausaha di sektor pariwisata di sisi lain.
Di sinilah pentingnya penelitian ini, di mana subyek utama penelitian adalah sekelompok
kaum perempuan perajin produk olahan hasil laut di kawasan wisata Pantai Kenjeran
Surabaya merupakan penggerak dan pengejawantahan CBT di tengah dinamika pem-
bangunan pariwisata Surabaya secara umum. Sementara, di sisi lain, anggapan dis-
kriminasi gender cukup kuat melekatkan kaum perempuan sebagai pihak tersubordinasi
atas laki-laki, baik dalam ranah privat (di dalam rumah) maupun ranah public dalam hal
ini pekerjaan dan wirausaha di sektor pariwisata. Produk olahan hasil laut terdiri dari
kerupuk, camilan, ikan asin, terasi dan petis (Kompas Edisi Jawa Timur, 1/4/09, hal. K).
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengidentifikasi 4 hal sebagai
berikut, pertama, bagaimana pola penerapan community-based tourism di kawasan wisata
Pantai Kenjeran Surabaya? Kedua, bagaimana peran kaum perempuan perajin produk
olahan hasil laut dalam menggerakkan community-based tourism di kawasan wisata
Pantai Kenjeran Surabaya? Ketiga, bagaimana entrepreneurship spirit kaum perempuan
berpengaruh terhadap penerapan community-based tourism? Keempat, bagaimana
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entrepreneurship spirit kaum perempuan dalam membangun community-based tourism di
kawasan pantai Kenjeran Surabaya?
TINJAUAN TEORETIS
Referensi yang mendukung penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi tiga: pertama,
Community-Based Tourism, yang di dalamnya juga terkait teori partisipasi masyarakat
lokal di sekitar tempat wisata. Kedua, entrepreneurship spirit, khususnya pengelolaan
dan pengembangan usaha di sektor pariwisata. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan
perempuan khususnya. Referensi diambil dari Jurnal yang berisikan penelitian dengan
topik terkait, buku, peraturan perundangan dan dokumen program maupun kebijakan
instansi pemerintah terkait.
Community-Based Tourism
Paradigma pariwisata dunia abad XXI yang merupakan refleksi dari iklim politik
masyarakat pariwisata internasional lebih menekankan dan mengarahkan kepariwisataan
masa yang akan datang pada kondisi berikut: Back to nature and basic culture,
Community-Based Tourism Development, Consumer Protection. UN-World Tourism
Organization merilis tema pengembangan pariwisata internasional yang menekankan
pada 3 persoalan penting: pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan
kerukunan sosial.
Community based tourism (CBT) is tourism in which local residents (often rural, poor
and economically marginalised) invite tourists to visit their communities with the
provision of overnight accommodation. The residents earn income as land managers,
entrepreneurs, service and produce providers, and employees. At least part of the tourist
income is set aside for projects which provide benefits to the community as a whole.
Community based tourism enables the tourist to discover local habitats and wildlife, and
celebrates and respects traditional cultures, rituals and wisdom. The community will be
aware of the commercial and social value placed on their natural and cultural heritage
through tourism, and this will foster community based conservation of these resources
(responsibletravel.com).
Nurhidayati (2008) mendefinisikan CBT yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan
kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen
dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-
usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis
dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di
pedesaan. Jadi, intinya, CBT merupakan perwujudan pemerluasan dampak sektor pariwi-
sata pada pembangunan perekonomian lokal (local economic development) masyarakat di
sekitar kawasan wisata. Upaya yang ditempuh melalui peluang yang diberikan kepada
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masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berwirausaha di sektor
pariwisata secara lebih luas. Penelitian ini secara spesifik mengangkat peran dan
keterlibatan perempuan dengan semangat, mentalitas dan naluri berwirausaha khas yang
dimiliki dengan spesifikasi produk olahan hasil laut.
Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai sebuah
aktivitas masyarakat lokal untuk mempromosikan berbagai nilai dan menciptakan suatu
masyarakat yang diisi dengan energi, dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah,
industri, orang-orang yang mempunyai bakat, dan sumber-sumber daya lainnya secara
penuh. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menginginkan seluruh komponen
masyarakat untuk berfikir, berdiskusi, dan mengambil tindakan-tindakan nyata (Natori,
2001, dalam Madiun, 2010).
Ada beberapa alasan yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat lokal
dalam pengembangan pariwisata, antara lain: 1. Masyarakat lokal akan memperoleh
pemahaman sejarah tentang bagaimana suatu wilayah beradaptasi terhadap perubahan, 2.
Masyarakat paling awal menikmati dampak pariwisata, 3. Masyarakat akan diharapkan
menjadi bagian yang integral dari produk wisata.
Menurut Kaiser and Helber (1978: 23, dalam Madiun, 2010), suatu destinasi akan mampu
menghasilkan buah keberhasilan apabila destinasi tersebut dapat membuktikan dan
mewujudkan: 1. Keuntungan ekonomi yang sangat berarti bagi masyarakat lokal, 2. Per-
baikan kualitas hidup, gaya hidup, dan peluang budaya bagi penduduk lokal, 3. Pem-
bangunan ekonomi melalui pemanfaatan kembali seluruh penerimaan yang dihasilkan
dari aktivitas pariwisata untuk kepentingan masyarakat, 4. Keuntungan potensial melalui
berbagai aktivitas yang diminati, yang dilakukan oleh masyarakat, 5. Pemeliharaan dan
peningkatan berbagai sumber daya.
Model dan tingkatan partisipasi masyarakat di lokasi wisata dikembangkan oleh Arnstein,
Pretty dan Tosun (dalam Madiun, 2010: 17-19) terdiri dari, partisipasi karena paksaan
(manipulative participation), dengan kekuasaan dan ancaman (coercive participation),
karena adanya dorongan (induced participation), partisipasi yang bersifat pasif (passive
participation), maupun partisipasi yang bersifat spontan (spontaneuous participation).
Setiap tingkatan memungkinkan untuk membedakan tingkat keterlibatan eksternal dan
kontrol lokal, serta merefleksikan hubungan kekuasaan di antara mereka. Di antara tujuh
tingkatan partisipasi tersebut, partisipasi yang terbaik adalah karena masyarakat terdorong
untuk melakukannya (induced participation), di mana masyarakat lokal mempunyai
kesempatan untuk mendengar dan didengarkan suaranya.
Teori Partisipasi
Dalam perencanaan pariwisata harus diarahkan pada suatu pola pengembangan pariwisata
berkesinambungan dengan melibatkan stakeholders khususnya masyarakat setempat
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secara aktif mulai dari tahap perencanaan, sukarela, dan pemeliharaan obyek pariwisata,
sehingga pengembangan pariwisata perlu lebih bersifat “bottom up” karena masyarakat
sendiri yang akan membentuk daerah tersebut menjadi pelaku utama dalam ke-
pariwisataan dan memperoleh dampaknya secara langsung (Soedibyo & Habibie, 2005).
Konsep sederhana mengenai partisipasi adalah bagaimana penduduk bersama-sama
mengerjakan suatu proses, sesuai dengan fungsi masing-masing. Jika menjadi perencana
maka terlibat dalam perencanaan. Jika menjadi pelaksana maka terlibat dalam pelaksana-
an dan seterusnya.
Dalam konteks pengembangan pariwisata, partisipasi dilakukan dalam bentuk, pertama,
menata lingkungan rumah sendiri dan masing-masing daerah dengan menjaga ketertiban,
memberi perhatian yang lebih besar pada upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan
dengan ikut melaksanakan penghijauan/penanamam kembali (gerakan penghijauan).
Kedua, ramah terhadap seseorang ataupun turis sebagai cerminan sikap baik dalam
pergaulan. Ketiga, menyediakan sarana pariwisata yang bersih dan aman seperti hotel,
dan transportasi. Keempat, mentaati peraturan. Kelima, melestarikan kesenian pedesaan.
Keenam, berperan aktif melaksanakan tindakan pencegahan terhadap kriminalitas dan
tindakan-tindakan lain yang merugikan pariwisata. Sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pariwisata adalah:
pertama, kemauan memperbaiki taraf hidupnya. Kedua, keinginan melestarikan kekayaan
alam sekitar. Ketiga, keinginan menjaga keamanan daerah mereka dari pengaruh-
pengaruh negatif, serta keempat, keinginan mempertahankan dan memperkenalkan
budaya setempat .
Entrepreneurship Spirit
Pada tahun 2006, Copernicus Marketing Consulting & Research melakukan penelitian
tentang kesuksesan perempuan di bidang perempuan. Temuan menunjukkan, sebanyak
81% dari mereka ingin menjadi Chief Marketing Officer (CMO) di masa depan
dibandingkan pria yang hanya sebesar 68%. Kenapa perempuan berhasil di bidang
marketing, karena perempuan mendengarkan konsumen lebih baik. Secara terpisah,
sebanyak 45% responden menyatakan bahwa perempuan mengerti pentingnya ”hubungan
emosional dengan brand”. Selain itu, perempuan menyukai kolaborasi dan hasrat untuk
mempengaruhi dan tidak menyuruh kolega mereka (Majalah Mix, Maret 2009, hal. 31).
Sebagaimana obyek penelitian ini adalah pedagang THP Kenjeran yang secara
keseluruhan merupakan kaum perempuan, dapat dikategorikan sebagai UKM. Di
Indonesia, menurut Hafsah (2000: 150), UK dan UKM mengalami permasalahan internal
yang meliputi: 1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha kecil, dalam aspek
kewirausahaan, manejemen, teknik produksi, pengembangan produk, kualitas kontrol,
karena tingkat pendidikan pengusaha rendah; 2. Keterbatasan permodalan dan kurangnya
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akses perbankan dan pasar, mengakibatkan lemah dalam struktur kapitalnya; 3.
Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang memadai.
Menurut BPS, sektor usaha yang tergolong usaha kecil bila tenaga kerjanya berjumlah 5-
19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja sekitar 20-99 orang.
Departemen Perindustrian pada tahun 1990 mengemukakan kriteria usaha kecil dari sisi
finansial, yaitu usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk rumah dan tanah) di bawah Rp
600 juta. Sementara menurut KADIN, sektor usaha yang tergolong kecil kalau memiliki
modal aktif di bawah Rp 150 juta dengan turn over di bawah Rp 600 juta per tahun,
kecuali untuk sektor konstruksi dengan batasan memiliki modal aktif di bawah Rp 250
juta dengan turn over di bawah Rp 1 miliar per tahun. Bank Indonesia, pada tahun 1990,
menentukan kriteria usaha kecil dari segi finansial, yaitu usaha yang asetnya (tidak
termasuk tanah dan bangunannya) di bawah Rp 600 juta.
Dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dinyatakan bahwa yang dimaksud
sektor usaha kecil dan menengah ada yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200
juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan maksimal Rp 1 miliar. Beberapa peluang usaha yang dapat dikembangkan
masyarakat di sektor pariwisata adalah sebagai berikut; pertama, penyediaan sarana dan
prasarana pendukung untuk memenuhui kebutuhan kunjungan wisatawan (amenities),
terdiri atas:
1. Akomodasi, di mana masyarakat dapat menyediakan sebagian dari rumahnya untuk
wisatawan (homestay) dan menjadi tuan rumah, atau mengusahakan akomodasi
komersial bersakala kecil (hotel melati), tidak usah mewah tetapi meneuhi standar
kebersihan dan keamanan. Sediaan ini merupakan alternatif lain di samping hotel-
hotel yang lebih berkelas.
2. Jasa Boga, di mana masyarakat dapat menyediakan pelayanan makan dan minum.
Penelitian tentang perilaku wisatawan nusantara membuktikan kebutuhan mereka
terhadap pelayanan ini sangat tinggi. Untuk wisatawan mancanegara tidak tertutup
kemungkinan asal syarat-syarat dasar higiene dapat dipenuhi. Persoalannya terletak
pada ‘kebersihan’ dan ‘cara pelayanan’, di mana masyarakat umumnya belum
memahami apa yang tidak boleh dilakukan karena dalam kacamatanya sendiri hal
tersebut masih dapat diterima; misalnya memegang makanan dengan tangan langsung.
Jasa boga ini dapat/seyogyanya menampilkan makanan dan minuman khas Indonesia
atau lebih jauh makanan dan minuman khas daerah.
3. Pemandu wisata, masyarakat lokal sebagai orang yang paling mengetahui seluk-beluk
daerahnya merupakan pilihan terbaik untuk pemandu, misalnya pemandu masuk ke
kawasan hutan wisata, untuk treking, menyelam dan sebagainya.
Kedua, penyediaan pelayanan transportasi (accessibilities) baik lokal atau regional:
1. Angkutan tradisional andong, sebagai angkutan maupun sebagai daya tarik, angkutan
umum lain maupun ojeg, perahu rakyat, semuanya dapat dilakukan oleh masyaraklat.
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2. Angkutan antar kota dan antar pulau dengan mini bus, kendaraan pribadi yang
merangkap mobil sewa, perahu motor atau perahu tradisional. Pemanfaatan
kendaraan-kendaraan milik rakyat bahkan menjadi bagian penting dalam rangkaian
pengalaman wisatwan.
Ketiga, usaha jasa lainnya seperti juru foto di lokasi objek wisata, “salon dan pijat”
seperti yang dijumpai di Kuta, studio foto untuk baju daerah, lukis diri, wartel, dan lain-
lain. Keempat, cinderamata, masyarakat dengan keterampilan yang diwarisi maupun dan
kreativitasnya seringkali merupakan produsen cindramata yang digemari wisatawan,
cindramata ini dapat berupa:
1. Kerajianan tangan tradisional: tenun, songket, ukiran dan sebagainya.
2. Kerajinan kontenporer: kertas daur ulang, lukisan kaca, bunga kering
3. Produk-produk makanan: kerupuk, manisan, kue-kue khas dan sebagainya
4. Produk pertanian: tanaman hias, bunga potong, sayur, buah yang kemas untuk oleh-
oleh, dan lain-lain.
Selain pelayanan yang langsung ditujukan kepada wisatawan nusantara maupun kepada
wisatawan mancanegara, bagian yang tak kurang pentingnya adalah pengikut-sertaan
masyarakat atau pengembangan ekonomi kerakyatan yang tidak langsung melayani
wisatawan, tetapi untuk memenuhi permintaan dari industri pariwisata lain (pemenuhan
kebutuhan tahap ke-dua), yaitu menjadi pemasok kebutuhan hotel (suplier) terhadap:
1. Produk-produk pertanian untuk konsumsi; beras, sayur, buah-buahan, telur, susu, dan
lain-lain.
2. Barang-barang fungsional maupun aksesori; keranjang sampah, tempat kertas ‘tissue’,
kertas seni daur ulang, lilin dan sebagainya.
3. Pelayanan khusus seperti misalnya pertamanan, termasuk pembibitan, pemeliharaan
atau usaha bunga potong.
4. Cinderamata untuk promosi: ballpoint dengan tangkai wayang, kayu cendana atau
sekadar kayu dengan sentuhan-sentuhan seni, asbak keramik dan 1001 macam
lainnya.




Secara sederhana ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai ekonomi yang bertumpu
dan berpihak kepada rakyat atau masyarakat luas. Guna memperkuat kedudukan dan
peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional, diupayakan untuk mendorong
percepatan perubahan struktural, yang memerlukan langkah-langkah mendasar yang
meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan
sumber daya manusia atau pemberdayaan masyarakat.
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Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini mencakup dua konsepsi yaitu konsep
pembangunan masyarakat dan konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
Konsep pembangunan masyarakat berisikan pemikiran-pemikiran untuk meningkatkan
keberdayaan masyarakat melalui peningkatan individu-individu yang tergabung dalam
masyarakat tersebut. Peningkatan keberdayaan ini dilakukan melalui upaya-upaya
peningkatan kesehatan dan pendidikan, dengan asumsi bahwa masyarakat yang sehat
fisik dan mental serta terdidik diharapkan lebih kreatif dan inovatif untuk membentuk
masyarakat dengan tingkat keberdayaan yang tinggi.
Jadi pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat ini bukanlah sekedar suatu
upaya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi memiliki arti yang lebih dalam lagi yaitu
penegakan demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi
berlangsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; dan inilah yang disebut ekonomi
rakyat. Bagaimana ekonomi rakyat tersebut dapat terbentuk, tergantung kepada
penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar, dan informasi serta keterampilan
manajemen, di samping tentu saja lingkungan politik yang mendukung.
Pemberdayaan Perempuan
Hambatan yang dijumpai adalah banyak perempuan yang berpendidikan rendah, kurang
keterampilan untuk masalah-masalah tertentu, terutama dalam teknologi mutakhir.
Rendahnya kualitas hidup perempuan disebabkan oleh masih terbatasnya partisipasi,
kesempatan, peluang, dan akses serta kontrol bagi perempuan untuk berperan serta dalam
berbagai bidang pembangunan, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai pemanfaat
pembangunan. Hasil deklarasi Johannesburg (2002) salah satunya adalah memberikan
peluang kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Irwan, 2009).
Pemerintah Indonesia telah merumuskan visi pemberdayaan perempuan, yaitu “Keadilan
dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan dan Perlidungan anak dalam Kehidupan Ber-
keluarga, Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.” Untuk mewujudkan visi pem-
berdayaan perempuan, ada beberapa misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:
1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang-bidang:
a. Pendidikan dan pelatihan terpadu yang terdiri atas pendidikan spiritual, intelektual
dan praktikal,
b. Kesehatan keluarga berencana,
c. Ekonomi dan ketenagakerjaan,
d. Politik dan hukum,
e. Sumberdaya pembangunan dan informasi,
f. Kesejahteraan sosial dan negara.
2. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
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3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilandasi
dengan “zero tolerance policy” yaitu kebijakan yang tidak dapat menoleransi tindak
kekerasan sekecil apapun terhadap perempuan.
4. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia bagi perempuan serta
penghargaan dan perlindungan terhadap fungsi reproduksi perempuan.
5. Kesejahteraan dan perlindungan anak.
Dalam menyukseskan misi pemberdayaan perempuan ada beberapa kebijakan pem-
bangunan pemberdayaan perempuan, yaitu:
1. Kebijakan satu pintu dan pengarusutamaan gender dalam peningkatan kedudukan dan
peran perempuan.
2. Peningkatan kualitas SDM perempuan agar tercapai peningkatan kedudukan dan peran
perempuan.
3. Pembaruan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Kebijakan “zero tolerance policy” dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap
perempuan.
5. Peningkatan martabat dan hak asasi manusia bagi perempuan.
6. Pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.
7. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian serta organisasi perempuan.
8. Peningkatan peran serta masyarakat.
9. Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan.
10.Peningkatan penerapan komitmen internasional .
Selama ini masih banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan,
termasuk dalam pembangunan pariwisata yang lebih banyak merugikan kaum
perempuan. Hal ini disebabkan karena proses perencanaan yang keliru dalam hal sebagai
berikut (Rahardjo, 1995, dalam Yuli R dan Sri Endah, 2002):
1. Gagal memperhatikan peran produktif kaum perempuan yang secara tradisional telah
dimainkan.
2. Mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat di mana aktivitas wanita dibatasi di
sekitar tugas rutin rumah tangga, di sekitar mengurus anak.
3. Merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk
wanita modern di masyarakat yang sedang berkembang.
4. Dalam manajemen pembangunan, terdapat kesulitan dalam upaya membangkitkan
kebutuhan wanita dalam program yang ada. Hal ini terutama terjadi karena informasi
mengenai wanita sendiri sangat terbatas, sering berada di luar jangkauan statistik
sehingga sulit dioperasionalisasikan dalam satuan kegiatan proyek yang nyata.
Perbedaan peran gender antara laki-laki dan wanita kerap melahirkan berbagai ketidak-
adilan, baik bagi kaum laki-laki maupun wanita. Ketidakadilan gender merupakan sistem
dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan wanita menjadi korban dari sistem tersebut.
Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni
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marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting
dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif,
kekerasan, beban kerja lebih banyak serta ideologi nilai peran gender.
Capaian tahun 2005-2009 (berdasarkan Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan Tahun 2010-2014, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan)
bidang ekonomi adalah sebagai berikut;
1. Tersusun dan Tersebarluaskannya Kebijakan PPEP (Peningkatan Produktivitas Eko-
nomi Perempuan), dan Melalui Kebijakan PPEP Telah Dikembangkan Percontohan
Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri)
2. Telah terbentuk Model Desa PRIMA di 32 Provinsi 108 Kab/Kota 127 Kec 141 Desa
melalui APBN, dan replikasi oleh 5 Provinsi 34 kabupaten 48 desa melalui APBD,
serta 2 K/L tingkat Pusat untuk 7 UPT dan adaptasi ke dalam program Pemberdayaan
Masyarakat Ekonomi Pesisir (PEMP) di 33 prop pada 218 kop pesisir.
3. Revitalisasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS) di 28 provinsi.
4. Kebijakan PPEP telah mendorong jejaring kerja dan integrasi program di 19 sektor
terkait.
5. Kemitraan dengan Perum Pegadaian, Bina Swadaya, ASPPUK dan TP.PKK  tentang
Pendampingan dan Permodalan kepada Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro
6. Dalam Program Konsulidasi Telah Dilakukan Kemitraan Untuk Dapat Menjembatani
Akses Permodalan Bagi Kelompok Perempuan, Kemitraan Dilakukan Bersama
Kementerian Koperasi dan UKM melalui PERKASA, dan BKKBN Melalui
TAKESRA, KUKESRA Serta dari Dari Dep. Kelautandan Perikanan Melalui Program
PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)
7. Pemetaan Permasalahan Usaha Ekonomi Mikro dan Usaha kecil di 6 Provinsi
(Banten, DKI, Jateng, DIY dan Jatim) yang tujuannya Adalah Untuk Mengetahui
Karakteristik Pengusaha Kecil dan Mikro yang Dikelola Perempuan, Mengidentifikasi
Upaya-upaya yang Telah Dilakukan dan Bentuk-bentuk bantuan yang Pernah
Diterima Selama Menjalankan Usaha, Mengidentifikasi faktor-faktor Penting Bagi
Perumusan Kebijakan yang Sesuai Untuk Pengembangan Usaha-usaha  yang
Dilakukan Oleh perempuan.
Selain menetapkan beberapa sasaran, ada kegiatan-kegiatan yang selama ini dinilai bisa
membantu meningkatkan kesejahteraan. Adapun kegiatan, sasaran dan indikatornya bisa
ditunjukkan dalam tabel 1.
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Tabel 1
Kegiatan, Sasaran, Indikator Dan Goal Ppep
(Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)























































Sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini dilakukan melalui 3 cara: observasi, wawancara dan kuesioner.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan observasi lapangan. Penarikan sampel
dengan metode accidental sampling (Kusmayadi, 2004) pada pengunjung Pantai
Kenjeran. Data sekunder diperoleh melalui desk review kebijakan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Surabaya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Pemerintah Kota Surabaya, pengelola Pantai Kenjeran, serta informasi, berita
dan wacana dari media massa terkait topik penelitian.
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Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam pertanyaan terstruktur
kepada paguyuban pedagang Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang sebagian besar adalah
kaum perempuan perajin produk olahan hasil laut, pengelola kawasan wisata Pantai
Kenjeran, dan stakeholder pariwisata Surabaya yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Surabaya dan asosiasi pariwisata (Surabaya Tourism Promotion Board).
ANALISIS  DAN PEMBAHASAN
Gambaran Lokasi Penelitian
THP Kenjeran merupakan obyek wisata pantai alami seluas + 2.3 hektar yang dikelola
oleh Pemkot Surabaya, terletak di kawasan timur kota Surabaya tepatnya di Kelurahan
Kenjeran. Tempat wisata ini buka setiap hari, pada pukul 07.00 s/d 18.00 dengan harga
tiket masuk Rp. 3.000.
Atraksi wisata yang terdapat di THP Kenjeran antara lain, arena bermain anak, selancar
angin, pesiar laut dan even wisata. Sementara itu, fasilitas yang terdapat di THP Kenjeran
di antaranya, toilet, toko souvenir, Mushola, dan pasar tradisional. Adapun stan pedagang
yang berjualan di area THP Kenjeran dikenakan retribusi (berdasarkan Perda Kota
Surabaya Nomer 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga)
dengan harga sebagai berikut: depot makanan Rp. 2.000 per m2 per bulan, pasar souvenir
dan pasar ikan seharga Rp. 5.000 per m2 per bulan.
Berdasarkan penuturan Muhammad Yusuf (57 tahun), Ketua Lembaga Ketahanan
Masyarakat Kelurahan (LKMK) Kenjeran dan Koordinator Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Kelurahan Kenjeran, pada tahun 2009 Kelurahan Kenjeran mendapat
dana PNPM sebesar Rp. 200 juta yang dialokasikan untuk tiga bidang kegiatan. Pertama,
bidang lingkungan: pembangunan 2 MCK masing-masing dengan ukuran 3x4 meter dan
pavingisasi jalan seluas 50m2. Kedua, bidang ekonomi: simpan pinjam dana senilai Rp
115 juta yang diserap oleh 24 orang (pengrajin dan pedagang di sekitar Kenjeran) di
mana masing-masing orang mendapat pinjam sebesar Rp. 500.000. Ketiga, bidang sosial:
bantuan perlengkapan PAUD (televisi dan seragam bunda).
Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan Muhammad Yusuf, tampak
beberapa kendala dan kelemahan yang dialami pedagang kaum perempuan di kawasan
THP Kenjeran, sebagai berikut, pertama, rendahnya kualitas SDM. Kedua, manajemen
usaha dijalankan ‘amburadul’. Artinya, pengelolaan usaha tidak dilandasi prinsip mana-
jemen yang tepat di mana omzet usaha dan keuntungan diatur sedemikian rupa untuk
keberlanjutan usaha di masa mendatang. Ketiga, adanya keengganan pedagang untuk
menerima masukan-masukan positif yang bermanfaat penting bagi kemajuan dan masa
depan usaha mereka. Ketertutupan terhadap ide-ide dan hal-hal baru yang terkait dengan
pengelolaan usaha dikesampingkan, terlebih stimuli untuk melakukan inovasi dan
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penciptaan produk yang unik. Omzet pedagang kerajinan kerang di area THP Kenjeran
rata-rata berkisar antara Rp. 200 ribu – Rp. 300 ribu per hari. Secara umum, jumlah
pedagang kerajinan kerang di THP Kenjeran sebanyak 38 orang, pedagang pengasapan
ikan sebanyak 26 orang, dan pedagang makanan makanan olahan hasil laut (kerupuk,
lurjuk, ikan asing, dan lain-lain) sebanyak 40 orang. Pengelola THP Kenjeran juga
memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada warga lokal untuk berjualan di sekitar area
wisata, demikian juga, warga lokal dibebaskan masuk ke THP Kenjeran.
Obyek wisata THP Kenjeran berada di Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, juga
berdekatan dengan Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak. Kondisi daerah di dua
kelurahan tersebut adalah sebagai berikut;
1. Kelurahan Kenjeran
Tabel 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Kenjeran Tahun 2010
Uraian Laki-laki Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini (orang) 2592 2485
Jumlah penduduk tahun lalu (orang) 2550 2434
Sumber: Laporan Pelaksanaan Penyusunan Data Profil Kelurahan Kenjeran Kecamatan
Bulak Tahun 2010
Tabel 3
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Kelurahan Kenjeran Tahun 2010
Uraian LAKI – LAKI PEREMPUAN
Buruh tani 46 Orang -
Pegawai negeri sipil 7  Orang 1  Orang
Peternak 1  Orang -
Nelayan 254  Orang -
TNI 12  Orang 1  Orang
POLRI 4  Orang 1  Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI 9  Orang 1  Orang
Pengusaha kecil menengah 21  Orang 9  Orang
Karyawan perusahaan swasta 421  Orang 207  Orang
Jumlah jenis mata pencaharian pokok 729  Orang 220  Orang
Sumber: Laporan Pelaksanaan Penyusunan Data Profil Kelurahan Kenjeran
Kecamatan Bulak Tahun 2010
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2. Kelurahan Sukolilo
Tabel 4





Jumlah Kepala Keluarga 956
Sumber: Laporan Pelaksanaan Penyusunan Data Profil Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Tahun
2010
Tabel 5
Usia Penduduk Kelurahan Sukolilo Tahun 2010
Uraian Laki-Laki Perempuan
0-7 tahun 421 397
7-18 tahun 479 484
18-56 tahun 974 1.042
> 56 tahun 310 313
Sumber: Laporan Pelaksanaan Penyusunan Data Profil Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Tahun
2010
Tabel 6
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Kelurahan Sukolilo Tahun 2010
Uraian Laki-Laki Perempuan





Pensiunan TNI/POLRI 9 1
Pengusaha Kecil Menengah 21 9
Karyawan perusahaan swasta 421 207
Jumlah 729 220
Sumber: Laporan Pelaksanaan Penyusunan Data Profil Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Tahun
2010




Jumlah usaha toko/kios swalayan 23 unit usaha
Perikanan 30 unit usaha
Jumlah usaha 53 unit usaha




Pengunjung THP Kenjeran Tahun 2007 s.d 2010
Tahun
2007 2008 2009 2010 (s/d Mei)
248.876 269.547 326.683 131.478
Sumber: UPTD THP Kenjeran
Tabel 9
Target dan Realisasi Pendapatan THP Kenjeran
Bulan Januari s/d Desember Tahun 2009









16.992.000 16.355.000 1.270.000 17.025.000
Retribusi Stan 36.996.000 34.504.000 2.630.000 37.134.000
Retribusi Perahu
Tambangan
15.360.000 600.000 0 600.000
Retribusi Lain-
lain
86.836.936 38.500.000 2.400.000 40.900.000
Jumlah 1.551.904.936 1.611.245.000 90.856.000 1.702.101.000
Sumber: UPTD THP Kenjeran
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Tabel 10
Target dan Realisasi Pendapatan THP Kenjeran
Bulan Januari s/d Mei Tahun 2010





Retribusi Masuk 1.770.658.500 537.882.000 131.951.000 669.833.000
Retribusi Pedagang
Kaki Lima
34.905.000 7.716.000 1.920.000 9.636.000
Retribusi Stan 4.884.000 11.171.000 3.789.000 14.960.000
Retribusi Perahu
Tambangan
25.344.000 848.000 56.000 904.000
Retribusi Lain-lain 120.000.000 6.600.000 2.178.000 8.778.000
Jumlah 1.955.791.500 564.217.000 139.894.000 704.111.000
Sumber: UPTD THP Kenjeran
Tabel 11
Target dan Realisasi Pendapatan THP Kenjeran


















































































Sumber: UPTD THP Kenjeran
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah THP Kenjeran
menunjukkan bahwa obyek wisata ini diminati oleh wisatawan, sebagian besar wisatawan
domestik. Peluang pengembangan community-based tourism semakin terbuka luas
dengan adanya indikator positif kemajuan obyek wisata ini. Di sisi lain, melihat situasi
sosial-ekonomi daerah sekitar, yakni Kelurahan Kenjeran dan Kelurahan Sukolilo,
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keberadaan obyek wisata belum mampu menggerakkan setiap potensi masyarakat untuk
berbuat lebih produktif memanfaatkan secara positif keberadaan tempat wisata di daerah
mereka. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, di antaranya, belum adanya
keyakinan dan perencanaan usaha yang mantap untuk menyemarakkan perputaran roda
perekonomian di sektor pariwisata.
Latar belakang lain yang terkait dengan hal itu adalah, budaya masyarakat pedagang
kaum perempuan sekitar yang kurang berani mencoba hal baru dan mengambil sedikit
resiko, sebaliknya, lebih memilih meniru dan mengikuti langkah pedagang yang lain. Hal
itu tampak dari kurang adanya komoditas lokal yang unik yang keluar dari kebiasaan
masyarakat. Sebagian besar komoditi warga berfokus pada makanan olahan hasil laut dan
kerajinan kerang.
Mengatasi hambatan ini, perlu kiranya diintensifkan program dari instansi pemerintah
terkait, atau pun pihak lain, untuk membimbing masyarakat menemukan perencanaan
bisnis baru yang unik, kreatif dan bernilai jual yang dengan tetap memanfaatkan sumber
daya lokal. Program sinergis dari Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga
Berencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan,
dengan menggandeng perguruan tinggi atau lembaga lain, untuk lebih menggerakkan
































Jumlah 45 43 4 21 1 6
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Tabel 14
Pengeluaran Responden (Wisatawan) di THP Kenjeran
Keterangan












Jumlah 33 52 35 29 12 79
Kuesioner yang diisi oleh 120 orang responden (wisatawan) terbagi menjadi 2 kategori
pernyataan, pertama, terkait obyek dan daya tarik wisata THP Kenjeran (10 pernyataan).
Item-item pernyataan bagian ini mengelaborasikan penerapan nilai Sapta Pesona Wisata
di THP Kenjeran (keamanan, kebersihan, ketertiban, kesejukan, keindahan, keramah-
tamahan, serta memberikan kenangan yang mengesankan pada wisatawan). Sebagian
besar responden menyatakan setuju atas beberapa pernyataan sebagai berikut, pernyataan
pertama, THP Kenjeran sebagai destinasi wisata yang menarik (21 orang sangat setuju,
87 orang setuju dan 12 orang tidak setuju). Pernyataan kedua, THP Kenjeran sebagai
destinasi wisata yang menyenangkan (24 orang sangat setuju, 86 orang setuju, 8 orang
tidak setuju dan 2 orang sangat tidak setuju). Pernyataan ketiga, THP Kenjeran terjaga
keamanannya (16 orang sangat setuju, 77 orang setuju, 26 orang tidak setuju, 1 orang
sangat tidak setuju). Pernyataan keempat, berwisata di THP Kenjeran menguntungkan (13
orang sangat setuju, 86 orang setuju, 21 orang tidak setuju). Pernyataan kelima,
merekomendasikan kepada orang lain untuk berwisata ke THP Kenjeran (30 orang sangat
setuju, 79 orang setuju, 9 orang tidak setuju, 2 orang sangat tidak setuju). Pernyataan
keenam, daya tarik pantai di THP Kenjeran (30 orang sangat setuju, 80 orang setuju, 10
orang tidak setuju). Pernyataan ketujuh, THP Kenjeran dikelola dengan baik (16 orang
sangat tidak setuju, 77 orang setuju, 25 orang tidak setuju, 2 orang sangat tidak setuju).
Pernyataan kedelapan, efisiensi biaya berwisata di THP Kenjeran (40 orang sangat setuju,
79 orang setuju, 1 orang tidak setuju). Pernyataan kesembilan, masyarakat sekitar THP
Kenjeran ramah (21 orang sangat setuju, 88 orang setuju, 9 orang tidak setuju, 2 orang
sangat tidak setuju). Namun, responden juga menyoroti kelemahan THP Kenjeran dengan
meragukan kualitas kebersihan di sekitar area wisata (7 orang sangat setuju, 47 orang
setuju, 56 orang tidak setuju, 10 orang sangat tidak setuju).
Kedua, terkait pedagang di sekitar area THP Kenjeran (7 pernyataan). Sebagian besar
responden menyatakan persetujuan atas semua pernyataan terkait penerapan Community-
Based Tourism di THP Kenjeran, yang di dalamnya terkait eksistensi dan performa kaum
perempuan pedagang di area THP Kenjeran. Pernyataan pertama, ketersediaan makanan
tradisional dengan citarasa asli dan dilengkapi tempat makan yang tertata (38 orang
sangat setuju, 76 orang setuju, 6 orang tidak setuju). Pernyataan kedua, ketersediaan oleh-
oleh makanan yang menarik dan khas (31 orang sangat setuju, 81 orang setuju, 7 orang
tidak setuju, 1 orang sangat tidak setuju). Pernyataan ketiga, ketersediaan oleh-oleh
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souvenir (kerajinan tangan) yang menarik dan khas (39 orang sangat setuju, 80 orang
setuju, 1 orang tidak setuju). Pernyataan keempat, pedagang THP Kenjeran tertata dengan
baik (19 orang sangat setuju, 68 orang setuju, 30 orang tidak setuju, 3 orang sangat tidak
setuju). Pernyataan kelima, pedagang THP Kenjeran kreatif (21 orang sangat setuju, 91
orang setuju, 6 orang tidak setuju, 2 orang sangat tidak setuju). Pernyataan keenam,
pedagang THP Kenjeran mencerminkan perempuan yang tangguh (30 orang sangat
setuju, 77 orang setuju, 11 orang tidak setuju, 2 orang sangat tidak setuju). Pernyataan
ketujuh, pedagang di THP Kenjeran ramah (21 orang sangat setuju, 88 orang setuju, 6
orang tidak setuju, 5 orang sangat tidak setuju).
Peluang bagi pengembangan community-based tourism di THP Kenjeran diprediksikan
dapat bertahan lama, oleh karena karakteristik THP Kenjeran sebagai destinasi wisata
keluarga. Hal ini menjadi kelebihan tersendiri, oleh karena, sebagian besar tempat wisata
yang memiliki captive market dari segmen wisatawan kalangan keluarga, lebih peka dan
aware dengan perekonomian rakyat, dibandingkan tempat wisata dengan karakteristik
wisatawan dari segmen lain (misalnya bisnis) yang pengelolaannya diatur sedemikian




Dengan pendekatan eksperimen, penelitian ini mencoba mengungkapkan simpulan
sebagai berikut: Community-Based Tourism (CBT) telah dijalankan oleh pengelola THP
Kenjeran dengan memberikan kesempatan, kemudahan dan fasilitasi kepada warga lokal
(kaum perempuan) untuk berdagang di area wisata; Semangat dan praktek kewirausahaan
kaum perempuan pedagang di THP Kenjeran dijalankan dengan pola yang sederhana,
tanpa design pengembangan yang memberikan arah untuk kemajuan skala usaha; Peran
organisasi pedagang, dalam hal ini Paguyuban Pedagang THP Kenjeran, menjadi
mediator antara pengelola dan pedagang untuk menjaga relasi dan kemitraan agar terjaga
dengan baik; Program pendampingan dan pengembangan kewirausahaan sebagai cara
mengembangkan dan memberikan nilai lebih atas penerapan Community-Based Tourism
belum berjalan dengan tersistematis dan berkelanjutan.
Pendampingan pihak terkait untuk mengembangkan skala usaha dan mengarahkan serta
memperkuat semangat dan praktek kewirausahaan di kalangan pedagang kaum
perempuan THP Kenjeran yang disertai dengan indikator kesuksesan yang terukur dalam
suatu program belum tampak; Kesetaraan gender dengan indikator keleluasaan berusaha
bagi kaum perempuan sudah tampak di THP Kenjeran. Namun, kondisi positif ini belum
disertai program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM yang tersistematis dan
berkelanjutan.
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Saran
Beberapa saran yang penting untuk ditindaklanjuti dalam penelitian ini adalah : Perlunya
dilakukan program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM yang tersistematis dan
berkelanjutan, yang terfokus pada penataan pola manajemen usaha dan semangat
kewirausahaan; Menjaga pengelolaan THP Kenjeran tetap di bawah Pemerintah Kota
Surabaya. Sebab, sebagaimana dikhawatirkan oleh pedagang, dan berdasarkan peng-
amatan di beberapa lokasi wisata, manakala pengelolaan (dan kepemilikan) Obyek dan
Daya Tarik Wisata berpindahtangan dari Pemerintah ke Swasta (investor), ada ke-
cenderungan yang besar kekhawatiran pedagang dan penerapan Community-Based
Tourism akan bergeser ke permainan dan persaingan pasar. Pedagang yang bisa
berdagang di lokasi wisata akan bergeser dari penduduk lokal ke warga daerah lain yang
memiliki ketercukupan modal yang kuat untuk membayar sewa lahan dan biaya-biaya
lain. Untuk menjaga keputusan atau kondisi yang mengkhawatirkan itu, selain diperlukan
komitmen politik dari Pemerintah Kota Surabaya, juga kesungguhan dan kerja keras
pedagang (serta warga lokal) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas obyek wisata
THP Kenjeran.
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